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KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA BONTANG

NO. 188.45/2:/Disnaker
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN KETENAGAKERJAAN PADA MAL
PELAYANAN PUBLIK

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN

Menimbang : a. dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah,
terjangkau, aman, nyaman, dan terintegrasi perlu menunjuk
petugas pelayanan ketenagakerjaan pada mal pelayanan publik
Pemerintah Kota Bontang

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas
Ketenagakerjaan tentang penunjukan petugas pelayanan
ketenagakerjaan pada mal pelayanan publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan,
Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah
Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman standar Pelayanan;
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10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2015-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2017.tentang
Penyelenggaraan mal pelayanan publik;

Surat Walikota Bontang No. 065/1772/ORG, Tanggal 24 Oktober
2022, Perihal: Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota
Bontang

MEMUTUSKAN :
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN KETENAGAKERJAAN
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
Menunjuk petugas pelayanan ketenagakerjaan pada mal
pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam lampiran I
keputusan ini;

Jadwal Petugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU
sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;

Waktu pelayanan:

a. Hari Senin — Kamis (Pukul 08.00-16.00 WITA)
b. Hari Jum‘at (Pukul 08.00 — 11.30 WITA)

c. Hari Sabtu (Pukul 08.00 - 11.30 WITA)

Petugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas
Melakukan pelayanan ketenagakerjaan pada mal pelayanan publik;

Dalam melaksanakan tugas, petugas wajib berpedoman pada

peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada
Kepala Dinas Ketenagakerjaan;

Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini
dibebankan kepada APBD Kota Bontang;



KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di
perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

"%~ _Pembina Utama Muda
NIP. 196707141994121004

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

BPKAD
BKPSDM

Arsip

. Walikota Bontang (sebagal laporan)
. Sekretaris Daerah Kota Bontang

. Inspektur Daerah Kota Bontang



Lampiran I

Nomor
Tanggal
Tentang

Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan
188.45/ 24% /Disnaker

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN KETENAGAKERJAAN
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK

Penanggung Jawab
Ketua
Wakil Ketua

Koordinator Struktural

Anggota

Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan

1'!

Kepala Bidang Lattas dan Penempatan Tenaga Kerja

2. Kepala Bidang Hubungan Industrial

1. Kasubag. Umum dan Kepegawaian

2. Kasubag. Perencanaan Program dan Keuangan

3. Subkoordinator Lattas dan Pemagangan

4. Subkoordinator Penempatan dan Bimbingan Jabatan
5. Subkoordinator Informasi Pasar Kerja

6.
7
8
1
2
3

Subkoordinator Persyaratan Kerja dan Kelembagaan PHI

. Subkoordinator Pengupahan dan Jaminan Sosial
. Subkoordinator Pencegahan Penyelesaian PHI

. Staf Bidang Sekretariat

. Staf Bidang Lattas Penta

Staf Bidang Hubungan Industrial

Pembina Utama Muda
NIP. 196707141994121004







